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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu ditindak lanjuti
dengan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di daerah.

. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana huruf b digunakan untuk membiayai kepentingan dan
kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu Menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Jasa Umum.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
nomor 3209).

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2228),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2822);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, bTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844, 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomr 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DAN
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan KTP dan Akta
Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara
khusus oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi seluler yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara
telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan
umum.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajihan perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :

erpapow

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas

pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi:
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
sementara;



b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke
lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Fglayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum
ainnya. -

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan,
serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan
persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil;

Pasal 6
(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil.
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan dokumen kependudukan, meliputi :
a. Kartu tanda penduduk;
Kartu keterangan bertempat tinggal,;
Kartu identitas kerja;
Kartu penduduk sementara;
Kartu identitas penduduk musiman;
Kartu keluarga; dan
Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan
dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta
kematian.

emponyg

Pasal 7
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan
pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Waijib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis bahan dan
kualitas pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan
pelayanan pencetakan.



Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 9
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas
pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh
Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Waijib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir serta
sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan
parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 12

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan pasar.

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
pedagang.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN,
BUMD, swadaya masyarakat, dan pihak swasta.

Pasal 13
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan fasilitas pasar, jenis
pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan
pasar.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15
(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas
pelayanan penguijian kendaraan bermotor.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan penguijian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
bermotor di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 16
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan, jenis
kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 18
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan
tera/tera ulang.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
a. Pelayanan penguijian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subijek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan alat-alat terg/tera
Ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan
tera/tera Ulang.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 21
(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
(2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 22
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.



Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengendalian dan pengawasan secara terus
menerus yang dilakukan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak
tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Khusus untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, hanya
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
digolongkan  berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat
digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan
sebagaimana diatur pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran III yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagaimana diatur
pada lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan
sebagaimana diatur pada lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan
sebagaimana diatur pada lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(8) Struktur dan besamya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran VII yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 26
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB YV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29
(1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan,
yaitu:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Tata Kota Pemakaman
dan Pertamanan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika.

d. Retribusi Pelayanan Pasar pada UPTD Pasar Daerah Buntok untuk Pasar Daerah
Buntok dan seluruh Kantor Camat untuk Pasar Daerah dan Pasar Desa yang ada di
Kabupaten Barito Selatan.

e..Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika.

f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika.

(2) Seluruh penerimaan Retibusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara

Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.

(3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 30
(1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disi dengan jelas, benar, dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 31

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
nota perhitungan.

(3) Dalam hal waijib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
rnernbayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan
dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD;

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan
Surat Teguran;

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 32
(1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai
dinikmati/digunakan.
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33
(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas
Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 34
(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau
penundaan pembayaran.
(2) Pemberinan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.



BAB X
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang
terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
Surat Teguran.

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib
retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 38

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 39

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, waijib retribusi dapat mengajukan permchonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 41
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Masa retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 42
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBULSI

Pasal 43
(1) Kepala Daerah berdasarkann permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Waijib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh
jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito
Selatan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 46
(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
(2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.



BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 48

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 49
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Menieriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan yaitu:

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2001
Nomor 18);

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Dareah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 2);

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi
Pengelolaan Kebersihnan dan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Seiatan Tahun 2009 Nomor 4);

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi
Biaya Penggantian Biaya Cetak Blangko Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005 Nomor 6);

Sebagai Dasar hukum, Pemungutan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak beriaku.



Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal, 28 Juli 2011

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal, 28 Juli 2011

ERRETAR AERAH

RTE B O SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1925 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu
perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti
retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan
demikian, pemungutan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan harus dengan Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berupa Retribusi daerah
didasarkan atas Peraturan Daerah Kabuaten Barito Selatan, namun demikian mengingat
Peraturan Daerah tersebut masih perlu disesuaikan kembali dengan kondisi sekarang
seiring dengan perubahan waktu dan menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-
undangan yang mengatur tentang Retribusi daerah. Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini
dibuat dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari peraturan dan perundang-undangan
tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi ksususnya Retribusi Jasa Umum memang diakui masih belum
memadai dan masih memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana alokasi
dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan
menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat
melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan
iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak
merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai periuasan dalam cakupan Retribusi
Daerah. Dengan perluasan basis Retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan
dalam penetapan tarif masing-masing jenis Retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil
masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar
masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekoomi di
Kabuapaten Barito Selatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Barito Selatan diharapkan akan
semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluararinya dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan
dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat
digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
- Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan
pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif
retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak
yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



